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BAB I 

PENDAHULUAN  

 

A. Latar Belakang Masalah  

Keinginan untuk mempunyai anak adalah naluri manusiawi dan 

alamiah. Akan tetapi kadang-kadang  naluri ini terbentur pada takdir Ilahi, 

dimana kehendak mempunyai anak tidak tercapai. Artinya tidak semua 

manusia yang ingin memiliki anak dapat tercapai sesuai keinginannya 

tersebut, karena Tuhan berkehendak lain. Pada umumnya manusia tidak 

puas dengan apa yang dialaminya, sehingga berbagai usaha dilakukan 

untuk memenuhi kepuasan atau kebutuhan tersebut. Dalam hal ini salah 

satu upaya yang dilakukan banyak orang untuk mendapatkan anak, salah 

satunya dengan cara mengangkat anak. 
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Seperti yang banyak terjadi di Indonesia bahwa pada kenyataannya 

untuk dapat dikaruniai seorang anak merupakan impian dan harapan yang 

besar dari setiap pasangan suami istri. Karena Indonesia adalah negara 

hukum (rechtstaat), sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 ayat (3) 

Undang-Undang Dasar 1945. Sebagai konsekuensi dari negara hukum, 

maka semua tindakan yang dilakukan baik oleh penyelenggara negara 

maupun oleh warganegara harus didasarkan pada ketentuan-ketentuan 

hukum yang berlaku. Apabila terjadi pelanggaran hukum, hukum harus 

ditegakkan dengan menindak pelaku sesuai dengan ketentuan, dan apabila 

terjadi sengketa, maka sengketa itu harus diselesaikan secara hukum pula. 

Untuk mewujudkan tercapainya negara hukum tersebut, diperlukan adanya 

kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan, 

guna menegakkan hukum dan keadilan. Kekuasaan kehakiman dilakukan 

oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada 

dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama, 

peradilan militer dan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah 

Mahkamah Konstitusi. 

Masing-masing badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah  

Agung mempunyai kewenangan mengadili sendiri-sendiri. 

- Peradilan Umum berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara 

pidana dan perdata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang 

undangan. 
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- Peradilan Agama berwenang memeriksa, mengadili, memutus dan  

menyelesaikan perkara antara orang - orang yang beragama Islam sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

- Peradilan Militer berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara 

tindak pidana militer sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan. 

- Peradilan Tata Usaha Negara berwenang memeriksa, mengadili memutus 

dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 

Pengadilan Negeri sebagai salah satu pelaksana kekuasaan 

kehakiman yang berada dalam lingkup badan peradilan umum mempunyai 

kewenangan untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara pidana 

dan perdata ditingkat pertama. Kewenangan Pengadilan Negeri dalam 

perkara pidana mencakup segala bentuk tindak pidana, kecuali tindak 

pidana militer yang merupakan kewenangan peradilan militer. Sedangkan 

dalam perkara perdata, Pengadilan Negeri berwenang mengadili perkara 

perdata secara umum, kecuali perkara perdata tertentu yang merupakan 

kewenangan Pengadilan Agama.  

Kewenangan Pengadilan Negeri mengadili perkara perdata 

mencakup perkara perdata dalan bentuk gugatan dan perkara permohonan. 

Perkara perdata gugatan dalah perkara yang mengandung sengketa antara 

dua pihak atau lebih yang disebut Penggugat dan tergugat. Sedangkan 

perkara permohonan adalah perkara yang tidak mengandung sengketa dan 
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hanya ada satu pihak, yang disebut pemohon. Perkara yang tidak 

mengandung sengketa disebut juga dengan perkara volunter, sedangkan 

perkara yang mengandung sengketa disebut perkara contensius. 

Perkara permohonan banyak macamnya tergantung dari apa yang 

dimohonkan oleh pemohon sesuai dengan kewenangan pengadilan dan 

permohonan tersebut harus ada urgensi dan dasar hukumnya. Salah satu 

permohonan yang sering diajukan ke pengadilan adalah permohonan 

pengesahan pengangkatan anak. Pada awalnya, lembaga peradilan yang 

berwenang memeriksa permohonan pengangkatan anak adalah Pengadilan 

Negeri. 

Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang 

perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan 

Agama mengakibatkan Pengadilan Agama bertugas dan berwenang 

memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama 

antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, salah 

satunya adalah penetapan asal-usul seorang anak dan penetapan 

pengangkatan anak dan memberi kewenagan baru pada pengadilan agama 

berkaitan dengan pengangkatan anak. Kewenangan itu diatur dalam 

penjelasan Pasal 49 huruf A angka 20, yang menyebutkan bahwa 

pengadilan agama berwenang mengadili “penetapan asal-usul anak 

seorang anak dan penetapan pengangkatan anak berdasarkan hukum 

Islam”. 
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Dengan adanya Undang-undang tersebut, kewenangan mengadili 

permohonan pengangkatan anak bagi pemohon beragama Islam beralih 

dari Pengadilan Negeri ke Pengadilan Agama. Namun ternyata bahwa 

Pengadilan Negeri kota Malang dari penulis menemukan ketika 

melakukan prapenelitian dengan melihat perkara-perkara yang ada di 

Pengadilan Negeri, Pengadilan Negeri kota Malang  masih menerima dan 

mengadili permohonan pengangkatan anak bagi pemohon beragama Islam. 

Hal ini menimbulkan permasalahan tentang kewenangan Pengadilan 

Negeri terhadap permohonan pengangkatan anak yang diajukan oleh 

pemohon beragama Islam setelah berlakunya UU No. 3 Tahun 2006 di 

Pengadilan Negeri Kota Malang. Berdasarkan latar belakang tersebut 

penulis berasumsi bahwa kasus tersebut layak untuk diteliti dan dikaji 

lebih lanjut dalam bentuk skripsi. Maka penulis mengangkat judul 

“TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PROSES PENGANGKATAN 

ANAK SETELAH DIBERLAKUKAN UU NO 3 TAHUN 2006 (Studi 

di Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri Kota Malang).” 

B. Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang di atas, penelitian ini akan dilaksanakan 

dengan mengacu pada rumusan masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana kewenangan Pengadilan Negeri dalam mengadili 

permohonan pengangkatan anak setelah diberlakukan UU No. 3 Tahun 

2006 perubahan atas UU No. 7 Tahun 1989 bagi pemohon beragama 

islam? 
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2. Bagaimana prosedur pengangkatan anak di Pengadilan Agama dan 

Pengadilan Negeri Kota Malang? 

C. Batasan Masalah  

Karena luasnya pertanyaan yang timbul dari pertanyaan tersebut, 

maka perlu diadakan batasan masalah agar pembahasan tidak melebar dan 

meluas, sehingga memudahkan pembaca dalam memahami isi penelitian 

ini. Maka peneliti akan lebih mengkaji tentang kewenangan Pengadilan 

Negeri dalam mengadili permohonan pengangkatan anak setelah 

berlakunya Undang-undang No. 3 Tahun 2006 perubahan atas Undang-

undang No. 7 Tahun 1989 bagi pemohon yang beragama islam serta 

pengangkatan anakdi lingkungan Pengadilan Agama. 

D. Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan latar belakang masalah dan rumusan masalah diatas 

maka tujuan dari penelitian yang akan dilakukan adalah: 

1. Untuk mengetahui dan memahami kewenangan Pengadilan Negeri 

dalam mengadili permohonan pengangkatan anak bagi yang beragama 

islam setelah berlakunya Undang-undang No. 3 Tahun 2006 perubahan 

atas Undang-undang No. 7 Tahun 1989. 

2. Untuk mengetahui dan memahami prosedur pengangkatan anak di 

Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri Kota Malang. 
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E. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan memiliki manfaat yang bersifat teoritis 

maupun praktis, antara lain:  

1. Secara Teoritis  

a. Penelitian ini dapat memberikan sumbangan terhadap ilmu 

pengetahuan dalam menyikapi realita yang terjadi di masyarakat 

maupun di suatu lembaga tertentu. 

b. Dapat menjadi landasan bagi penelitian selanjutnya demi 

pengembangan khazanah keilmuan yang berkaitan dengan ajaran 

islam sebagai fenomena dan realita di masyarakat. Terutama 

peneliti ini menfokuskan terhadap pengangkatan anak di 

lingkungan peradilan. 

2. Secara praktis  

a. Untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang 

bagaimana hukum sesungguhnya fenomena-fenomena yang ada 

nyata dalam masyarakat. 

b. Menjadi bahan informasi kepada masyarakat umum, khususnya 

kepada peneliti sendiri. 

Sebagai bahan dan referensi dalam menyikapi permasalahan yang 

terjadi di masyarakat terhadap kultur.  
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F. Definisi Operasional 

1. Anak angkat adalah anak orang lain yang diambil atau dipelihara 

serta disahkan secara hukum sebagai anak sendiri. Pengangkatan 

anak disebut juga adopsi yaitu penciptaan hubungan orang tua anak 

oleh perintah pengadilan antara dua pihak yang biasanya tidak 

mempunyai hubungan keluarga. Anak yang tadinya tidak 

mempunyai hubungan darah dengan ayah atau ibu angkatnya 

setelah adopsi dianggap sebagai anak sendiri.  

2. Pengangkatan anak adalah suatu perbuatan hukum yang 

mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua, 

wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas 

perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut, ke dalam 

lingkungan keluarga orang tua angkat.
1
 

3. Tinjaun yuridis adalah metode penelitian sejarah yang ingin 

menyelidiki hal-hal yang berhubungan dengan hukum, baik hukum 

formal maupun hukum nonformal pada masa lampau.  

G. Sistematika Pembahasan  

Dalam penelitian ini disusun sebuah sistematika pembahasan, agar 

dengan mudah diperoleh gambaran yang jelas dan menyeluruh, secara 

global yang akan dipaparkan sebagai berikut: 

 

                                                           
1
 Pasal 1 Peraturan Pemerintah Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan 

Pengangkatan Anak 
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Bab I, merupakan pendahuluan yang memuat beberapa aspek yang 

sangat penting dalam sebuah penelitian, diantaranya latar belakang, yang 

berisi hal-hal yang melatarbelakangi pengambilan judul dan alasan 

pentingnya dilakukan penelitian, juga berisi rumusan masalah, tujuan dan 

manfaat yang ingin dicapai dalam penelitian ini, selain itu juga berisi 

sistematika pembahasan untuk memberi gambaran sistematika skripsi. 

Bab II, memuat penelitian terdahulu, sebagai perbandingan dan 

menjelaskan perbedaannya dengan penelitian ini, juga menjelaskan kajian 

pustakan secara global yang berkaitan tinjauan yuridis dan dasar hukum 

terhadap pengangkatan anak di lingkungan  pengadilan agama maupun 

pengadilan negeri, kemudian mengenai prosedur atau proses pengangkatan 

anak di pengadilan agama dan pengadilan negeri dan kewenangan 

pengadilan negeri bagi pemohon yang beragama islam setelah berlakunya 

Undang-undang No 3 Tahun 2006 perubahan Undang-undang No. 7 

Tahun 1989. Yang didalam pembahasannya memuat pengertian 

pengangkatan anak,  sejarah pengangkatan anak dalam islam, dasar hukum 

pengangkatan anak, sejarah pengangkatan anak di Indonesia, 

pengangkatan anak menurut Staatsblad, pengangkatan anak menurut 

peraturan perundang-undangan indonesia, pengangkatan anak menurut 

hukum adat, menurut hukum islam, serta prosedur-prosedur pengangkatan 

anak di Pengadilan Agama maupun Pengadilan Negeri. 
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Bab III, merupakan metode penelitian, memuat lokasi penelitian, 

jenis dan pendekatan penelitian, paradigma, metode pengumpulan data 

tentang bagaimana memperoleh data-data yang berkenaan dengan 

penelitian, sumber data, dan metode yang digunakan untuk menganalisis 

data-data yang telah di dapatkan dari wawancara atau dokumentasi. 

Bab IV, merupakan bab yang berisi paparan data dan analisis data, 

yang memuat data-data mentah yang diperoleh peneliti dari hasil 

wawancara dengan subjek maupun informan penelitian dan melalui 

observasi secara langsung, atau secara pustaka dengan meneliti buku buku 

yang bersangkutan dan yang kemudian data-data tersebut dianalisis. 

Bab V, merupakan bab terakhir, berisi penutup meliputi 

kesimpulan, dan sara-saran. Dalam kesimpulan dijelaskan hasil yang 

didapat dari penelitian yang dilakukan. Kesimpulan ini juga menjawab 

rumusan masalah. Selain itu dalam bab ini juga dijelaskan saran-saran 

yang diperlukan sebagai masukan untuk perbaikan-perbaikan bagi 

penelitian selanjutnya. 

Selanjutnya merupakan lampiran-lampiran. Lampiran-lampiran ini 

disertakan sebagai tambahan informasi dan bukti kemurnian data.  

 

 

 

 


